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dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Keadilan merupakan suatu nilai moral keseimbangan yang dijunjung oleh 

Indonesia dengan pancasila dan konstitusi sebagai tonggaknya. Nilai moral 

keadilan itu sendiri merupakan cita-cita setiap bangsa dan negara yangmana 

didalamnya terdapat berbagai kepentingan dari setiap golongan.1 Seiring 

perkembangan zaman, pelaksanaan terhadap hak asasi manusia semakin 

meningkat. Namun, di lain pihak perlakuan tidak adil seperti diskriminasi 

terhadap ras dan gender, perbedaan pemberian hak antara laki-laki dan 

perempuan masih saja terjadi, terutama di bidang ketenagakerjaan. 

Perkembangan pembangunan tenaga kerja memiliki peranan penting 

sebagai sumber daya manusia. Oleh karenanya diperlukan pembangunan 

tenaga kerja guna menyediakan lapangan kerja sehingga dapat memperoleh 

pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 

27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, guna meningkatkan kualitas dan 

peran tenaga kerja. 

Pembangunan tenaga kerja sendiri dilaksanakan berdasarkan asas 

keterpaduan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pembangunan tenaga kerja bertujuan: 

1 Emmy Latifah, 2015, “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Perdagangan 

Internasional”, Padjajaran Journal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 65. 
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1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.2 

 
Secara harfiah pria aktif dalam kegiatan mencari nafkah, sedangkan 

wanita sebagai pekerja rumah tangga. Namun fakta dilapangan seiring 

perkembangan zaman, ternyata wanita disamping melakukan pekerjaan 

rumah tangga juga aktif dalam kegiatan mencari nafkah. Hal tersebut 

disebabkan akibat meningkatnya kebutuhan yang disertai dengan rendahnya 

pendapatan suami/pria maka wanita/istri mau tidak mau harus ikut aktif 

dalam kegiatan mencari nafkah sehingga kebutuhan dalam keluarga dapat 

terpenuhi.3 

Akhir-akhir ini, seringkali muncul perdebatan mengenai perempuan yang 

menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karier. Ada yang menilai 

bahwa menjadi ibu rumah tangga murni merupakan pekerjaan yang sangat 

mulia. Namun, ada pula yang menilai bahwa untuk apa wanita sekolah tinggi- 

tinggi namun tidak dapat mengaplikasikan ilmunya dan kemudian memilih 
 

2 Maulida Indriani, 2016, “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi 
Nasional”, Gema Keadilan, Vol. 3, No. 1, hlm. 68-69. 

3 Tri Kuntari Devira, A.T. Hutajulu, H. Hasman Hasyim, 2014, “Peranan Tenaga Kerja 

Wanita Sebagai Buruh di Industri Kacang Intip dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah 
Tangga Kota Tebing Tinggi”, Jurnal On Social Economic Of Agriculture and Agribusiness, Vol. 

3, No. 2, hlm. 2-3. 
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untuk menjadi ibu rumah tangga. Cerita ini mengilustrasikan bagaimana 

wanita terus saja dihadapkan pada persoalan peran kultural mengenai wanita 

yang ideal dimana saat ini telah mampu berkontribusi secara nyata dalam 

pembangunan.4 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat partisipasi 

tenaga kerja wanita setiap tahunnya mengalami peningkatan, hingga data 

terakhir pada tahun 2018 sebanyak 38,20%. Data lain juga menunjukkan 

bahwa jumlah pekerja wanita di Indonesia selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Presentase jumlah pekerja wanita mencapai 50% 

dibandingkan jumlah pekerja laki-laki. Pada sektor tertentu seperti jasa 

kemasyarakatan, jumlah pekerja wanita hampir menyamai jumlah pekerja 

laki-laki. Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menunjukkan 

bahwa pertumbuhan jumlah pekerja wanita meningkat setiap tahunnya, 

dimana pada tahun 2015 sebanyak 38% dari 120 (seratus dua puluh) juta 

pekerja di Indonesia adalah perempuan.5 

Hak-hak terhadap pekerja merupakan hal yang tidak dapat 

dikesampingkan, seringkali masyarakat di pihak membutuhkan ditempatkan 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 Rudy Catur Rohman Kusmayadi, 2017, “Kontribusi Pekerja Wanita Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga”, Vol. 

2, No. 1, hlm. 106. 
5 Sali Susiana, 2017, “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif 

Feminisme”, Vol. 8, No. 2, hlm. 208. 
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sebagai yang lemah sehingga sudah seharusnya memperoleh perlindungan 

dalam berbagai aspek, yakni: 6 

1. Perlindungan hak-hak dasar pekerja; 

 

2. Perlindungan atas rasa aman; 

 

3. Perlindungan akan terpenuhinya keadilan; 

 

4. Perlindungan akan kehidupan yang sejahtera, selaras, serasi dan 

seimbang; 

5. Perlindungan upah dan jaminan sosial. 

 

Apabila membahas secara umum mengenai hak-hak yang diperoleh oleh 

tenaga kerja wanita, maka terdapat beberapa Pasal di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 yang dapat dijadikan acuan utama, yakni Pasal 27 Ayat 1. Pasal 

27 Ayat 2. dan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu 

hakekat Pasal 27 adalah persamaan atau kesetaraan diantara warga negara dan 

Pasal 28D Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja. 

Serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. Dari kedua rumusan Pasal tersebut secara jelas dapat 

dinyatakan bahwa hak untuk pemenuhan, memperoleh pekerjaan dan 

kehidupan secara cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar sudah dijamin 

oleh konstitusi negara. Artinya sebuah negara hukum menjamin tidak 

terjadinya sebuah tindakan atau perbuatan yang diskriminatif. Jadi, antara 

pekerja pria dan pekerja wanita memiliki kesempatan dan hak yang sama 

dalam berbagai aspek maupun bidang kehidupan. 
 

6 Machsoen Ali, Sistem Pengupahan Untuk Pemenuhan Hidup Layak Sebagai Refleksi 

Hubungan Industrial Yang Kondusif, hlm. 1. 
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Kemudian apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia telah diatur 

bentuk perlindungan yang tertera di dalam ketentuan Pasal 49 Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi: 

1. Wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan 

dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang- 

undangan; 

2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 

pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat 

mengancam keselamatannya atau kesehatannya berkenaan dengan 

fungsi reproduksi wanita; 

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 

reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. 

HAM menjunjung tinggi nilai persamaan dan kesetaraan. Seperti yang 

diketahui bahwasanya nilai yang termakna dari ham bersifat umum, artinya 

nilai itu berlaku di Indonesia. Dimana contoh aspeknya yaitu penghormatan 

pada nilai kemanusiaan dalam arti berbagai tindakan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai yang tidak diperkenankan.7 

Terdapat beberapa pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan 

bagi perkerja wanita baik dalam konvensi internasional maupun perundang- 

undangan Indonesia, yakni:8 

 
 

7 Ali Abdurahman dkk, Perlindungan Bagi Pekerja Wanita Dalam Perspektif Ham dan 

Hukum, Bandung: UNPAD, 2001, hlm. 8. 
8 Editus Adisu dan Lebertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Perempuan, Tanggerang: 

VisiMedia, 2007, hlm. 5. 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

 

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts 

Women yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 (CEDAW); 

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1989 tentang 

Larangan PHK Terhadap Wanita Menikah, Hamil, dan Menyusui; 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja; 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Hukum ketenagakerjaan diatur pada Undang-Undang nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki dua aspek hukum, yaitu aspek 

hukum publik yang dapat dilihat dengan adanya intervensi pemerintah, dan 

aspek hukum privat yang ditunjukkan dengan adanya kebebasan dari para 

pihak yang ada di dalam perusahaan untuk membuat suatu perjanjian ataupun 

peraturan kerja. 

Pelaksanaan hubungan antara pekerja dengan suatu perusahaan tak hanya 

berlandaskan pada undang-undang, namun di sisi lain pekerja juga terikat 

dengan peraturan perusahaan yang menaungi aturan-aturan yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. Peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat 

secara sepihak oleh perusahaan. Sedangkan perjanjian kerja merupakan 
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perjanjian yang dibuat secara bersama-sama antara 2 (dua) pihak, yaitu 

pengusaha dan serikat pekerja secara langsung maupun tulisan, untuk waktu 

tertentu. Maupun waktu tidak tertentu. Memuat persyaratan pekerjaan, hak- 

hak. Serta kewajiban pekerja dan perusahaan.9 Perjanjian kerja dibuat dengan 

melandasi adanya hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (15) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

berbunyi: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan 

pekera/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan 

upah dan perintah.” 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 

mengakomodir ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang merumuskan bahwa setiap tenaga 

kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan.10 Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita tertuang didalam 

beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, misalnya pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang menyatakan: 

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 

memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari 

pertama dan kedua pada waktu haid; 

 

9 Ketentuan Seputar Kontrak Kerja, https:gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak- 

kerja/kontrak-kerja , diakses pada Kamis, 5 September 2019 pukul 18:45 WIB. 
10 Rahadi Wasi Bintoro, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana, 2008, “Implementasi 

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenga Kerja Perempuan di Kabupaten 

Purbalingga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, hlm. 234. 



20 
 

 

 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

sama. 

Menurut Pasal 82 Ayat (1) dan (2): 

 

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 

bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah 

melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; 

2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan 

berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan.11 

Bagi perusahaan yang akan memperkerjakan tenaga kerja wanita harus 

mengetahui bagaimana memperkerjakannya dalam pembagian tugas atau 

penempatannya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu harus 

mempertimbangkan secara bijaksana dengan melihat kenyataan bahwa wanita 

mempunyai sifat: 

1. Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun; 

 

2. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita 

tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja 

lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari; 

3. Para tenaga kerja itu umumnya memperkerjakan pekerjaan-pekerjaan 

halus sesuai dengan sifat dan tenaganya; 

11 Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81-82. 
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4. Para tenaga kerja wanita ada yang masih gadis ada pula yang telah 

bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban- 

beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya juga. 

Wanita yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang 

diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Selanjutnya, 

pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja wanita hamil yang menurut 

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya 

maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 

07.00.12 

Namun, dalam praktiknya masih saja ada perusahaan yang belum 

memenuhi secara menyeluruh maupun sebagian hak-hak yang sebagaimana 

seharusnya diterima oleh pekerja wanita. Permasalahan yang mungkin terjadi 

yaitu seringkali pekerja wanita memiliki tekanan dalam lingkungan kerja, 

seperti jam kerja yang panjang, perjalanan yang jauh dan beban pekerjaan. 

Selain itu tekanan dalam keluarga yang mempengaruhi pekerjaan, misalnya 

kehadiran anak yang masih kecil, lemahnya dukungan dari keluarga serta 

konflik keluarga. Peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan 

sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai 

 

 

 

 

 

 

 
12 Mulyani Djakaria, 2008, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk 

Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Produksi”, Jurnal Bina Mulia Hukum, 

Vol. 3, No. 1, hlm. 18. 
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perempuan yang memiliki karier diluar rumah. Pekerja wanita menjadi 

memiliki peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu serta pencari nafkah.13 

Adapun beberapa hak pekerja wanita yang belum terpenuhi seluruh atau 

sebagian secara umum yaitu, perusahaan yang enggan memberikan fasilitas 

kendaraan antar jemput terhadap pekerja wanita bekerja lebih dari 8 (delapan) 

jam dalam sehari, perusahaan tidak memberikan makanan dan minuman yang 

bergizi sekurang-kurangnya 1.400 (seribu empat ratus) kalori pada pekerja 

wanita yang bekerja hingga malam hari, perusahaan tidak memberikan hak 

cuti haid melainkan hanya menyediakan ruangan khusus untuk pekerja wanita 

yang merasakan sakit pada masa haidnya, perusahaan hanya memberikan hak 

cuti hamil/ melahirkan selama satu bulan sebelum saatnya melahirkan dan 

satu bulan sesudah melahirkan, perusahaan hanya memberikan upah cuti satu 

bulan saja kepada pekerja wanita yang mengajukan hak cuti hamil/ 

melahirkan.14 

Sebelum memasuki rumusan masalah, maka terlebih dahulu akan 

diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” yang 

merupakan anak kalimat pertama di dalam judul skripsi ini. Dalam istilah 

bahasa belanda hukum, kata “perlindungan hukum” seringkali disamakan 

 

 
 

 

 
13 Aristya Rahmarahyati M., Budhi Wibhawa, R. Nunung Nurwati, 2017, “Peran Ganda 

Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga”, Jurnal Penelitian & PKM, Vol. 4 No. 2, hlm. 

231-232. 
14 Bill Clinton, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Wanita di PT. BEKA 

ENGINEERING Pangkalan Kerinci”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 3. 
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dengan “rechtsbeschermin”15 atau apabila dalam bahasa inggris seringkali 

disamakan dengan “Legal Protection”. 

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan 

akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan.16 

Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas, penulis akhirnya tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap hak-hak pekerja wanita yang bekerja 

lebih dari 8 (delapan) jam di beberapa tempat perbelanjaan di Kota 

Palembang dimana pada penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian di 

Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart yang 

kemudian akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Judul yang diangkat oleh penulis “Perlindungan 

Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) 

Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Store Internasional 

Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Almafart Kota Palembang”. 

 

 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengangkat 

beberapa permasalahan yang akan dibahas: 

 

15 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987, hlm. 2. 
16 Philipus M. Hadjon., Ibid. 
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1. Bagaimana pemenuhan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak 

pekerja wanita di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, 

dan Alfamart Kota Palembang yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 

(satu) hari? 

2. Apakah perlindungan hukum tersebut telah berdasarkan dengan Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari 

penelitian skripsi: 

1. Guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pada Matahari Store 

Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang 

terhadap pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) 

hari. 

2. Guna mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart 

Kota Palembang telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

 

a. Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan baru dan dapat 

dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara 

umum, baik oleh mahasiwa fakultas hukum maupun masyarakat luas 

mengenai perlindungan hukum dan ketenagakerjaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi maupun 

literatur kepustakaan Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum 

pekerja wanita. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan maupun 

informasi bagi pihak-pihak lainnya terutama yang membutuhkan hal-hal 

berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar dan bukan hanya 

penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian 

hukum. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka pada penelitian 

ini penulis akan menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan 

oleh Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart 

Kota Palembang terhadap pekerja wanita ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan hukum. Dapat diartikan dengan memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat guna mereka bisa menikmati semua 

hak yang diberikan oleh hukum.17 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 

perlindungan hukum adalah “Jaminan perlindungan pemerintah dan atau 

masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, 

kewajiban, dan pernannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku”. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur: 

1. Adanya pengayoman pemerintah terhadap warganya; 

 

2. Jaminan kepastian hukum; 

 

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara; 

 

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

 

 

2. Teori Perjanjian Kerja 

 

Pengertian perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (14) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian 

 
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 74. 
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kerja adalah “Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak”. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dijelaskan pula bahwa perjanjian pekerjaan merupakan 

bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan, bukan bagian dari hukum 

perjanjian, karena ketentuan perjanjian kerja bukan hukum pelengkap. 18 

Berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengertian 

perjanjian tenaga kerja merupakan “Suatu perjanjian dimana pihak yang satu 

si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si 

majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah”. Di dalam pengertian perjanjian kerja ini para pihak yang mengadakan 

perjanjian tidak dalam keadaan yang sama dan seimbang, karena para pihak 

yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang 

lain, yaitu Pengusaha.19 

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja haruslah dibuat dengan dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

 

b. Kemampuan atau kecapakan melakukan perbuatan hukum; 

 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 
 

18 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 51. 
19 Bill Clinton, Op. Cit., hlm. 4. 
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G. Metode Penelitian 

 

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses menemukan 

kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan 

adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma 

hukum atau prinsip hukum.20 

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya 

pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat 

ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang digunakan 

secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.21 Data 

tersebut akan diperoleh melalui informan atau responden dari pihak-pihak 

yang ditentukan oleh peneliti. Informan dapat diartikan sebagai seseorang 

atau lebih yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan 

dengan subjek penelitian.22 Sedangkan responden adalah seseorang atau lebih 

yang dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya lewat daftar pertanyaan.23 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum 

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, 

 

20 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 47. 
21 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995, hlm. 58. 
22 Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: 

Trisakti, 2009, hlm. 81. 
23 Ade Saptomo, Ibid, hlm. 82. 
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baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata 

yang dilakukan melalui pengamatan langsung.24 Penelitian hukum empiris 

akan dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan guna melihat 

secara langsung terhadap penerapan peraturan perundang-undangan atau 

aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan informan atau responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi terkait pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

Penelitian hukum empiris ini kemudian akan ditunjang dengan penelitian 

hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis 

yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin- 

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data 

sekunder, diantaranya: asas, kaidah, dan aturan hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari 

buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.25 Di 

dalam skripsi ini penulis akan meninjau dengan peraturan perundang- 

undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280. 
25 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000, hlm. 24. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan secara yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis sendiri dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil 

dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.26 Pendekatan ini 

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara 

empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu perlindungan hukum 

terhadap hak-hak pekerja wanita di beberapa tempat perbelanjaan di Kota 

Palembang. 

 
 

3. Sumber Data Penelitian 

 

Data yang akan dipergunakan di dalam skripsi ini: 

 

a. Data primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris 

yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan 

kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi27 

di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota 

Palembang. 

b. Data sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel- 

artikel yang berkaitan dengan masalah. 

 

 
 
 

26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1986, hlm. 51. 

27 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Rajawali Pers, 2008, 

hlm. 15. 
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4. Teknik Penarikan Sampel 

 

Pengertian sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.28 

Secara umum terdapat dua jenis dari teknik pengambilan sampel yaitu 

sampel acak (random sampling/probability sampling), dan sampel tidak acak 

(nonrandom sampling/nonprobability sampling).29 

Sampel acak (random sampling/probability sampling) adalah teknik 

pengambilan sampel yang diberikan kesempatan yang sama untuk diambil 

pada setiap elemen populasi. Sedangkan sampel tidak acak (nonrandom 

sampling/nonprobability sampling) adalah setiap elemen populasi tidak 

mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.30 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak 

(nonrandom sampling/nonprobability sampling) dengan jenis Purposive 

Sampling, yaitu responden yang terpilih atas dasar pertimbangan peneliti 

sendiri. Pada penelitian ini responden yang dipilih oleh peneliti adalah seorang 

yang dirasa mampu dan memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap 

tempat penelitian yang bersangkutan. Dalam hal ini, sampelnya adalah pekerja 

wanita dan ketua bagian di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, 

Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang. 

 

 

 

 
 

28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan 

R&D), Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 118. 
29 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT. Ramaja Posdakarya, 

2014, hlm. 144. 
30 Deni Darmawan, Ibid., hlm. 144. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah: 

 

a. Studi Lapangan 

 

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan 

melakukan dengan teknik wawancara terhadap informan atau responden yang 

memiliki kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka 

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban 

yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.31 

 

b. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan ini akan dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca, 

menelaah, dan mengkaji dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, 

maupun dokumen-dokumen yang dirasa berhubungan dan mendukung dengan 

penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

sekunder.32 Dimana dalam skripsi ini ditekankan pada Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 
 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif dimana 

hal tersebut akan dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih 
 

 

 
hlm. 51. 

31 Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm. 57. 
32 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 
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dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis.33 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Hasil dari penelitian akan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan 

metode silogisme yang mengunakan pola pikir secara deduktif. Menurut 

Philipus M. Hadjon di dalam logistik untuk penalaran hukum yang merupakan 

premis major adalah konsep hak-hak pekerja perempuan yang telah diakomodir 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan premis minor 

atau fakta hukumnya adalah implikasi pemenuhan terhadap hak-hak pekerja 

wanita yang bekerja di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, 

Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang. Penarikan kesimpulan dengan 

menggunakan pola pikir deduktif sendiri maksudnya penarikan kesimpulan 

akan dilakukan dengan menarik dari hal yang umum menuju hal yang khusus.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

33 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 127. 
34 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

2015, hlm. 36. 
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